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PROFIL SEJARAH

KAWASAN EKOSISTEM HALIMUN:

Sebuah Pengantar Diskusi

Oleh Reiza D. Dienaputra, Drs., M.Hum.

_____________________________________________


Berbicara tentang Kawasan Halimun, Kawasan Gunung Halimun, Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) ataupun Kawasan Ekosistem Halimun (KEH) berarti berbicara tentang berbagai hal yang sangat kompleks. Tidak hanya berbicara tentang sumber daya alam tetapi juga berbicara tentang sumber daya manusia yang ada di dalamnya.  Kompleksitas permasalahan akan menjadi semakin meningkat manakala kemudian pembicaraan tentang kawasan tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan masing-masing pihak dengan tanpa berupaya melihat permasalahan secara menyeluruh serta dengan tidak mengakomodasikan kepentingan pihak lainnya yang juga menjadi “penghuni” atau “pengelola” Kawasan Ekosistem Halimun. Padahal, sebagai sebuah kawasan ekosistem yang berusia “sangat tua”, sudah pada tempatnya apabila pembicaraan tentang Kawasan Ekosistem Halimun tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, terlebih manakala bersentuhan dengan komunitas masyarakat yang bisa jadi telah hidup secara turun temurun di wilayah tersebut, jauh sebelum Kawasan Ekosistem Halimun tersebut terkenal seperti saat ini.


Penghargaan terhadap keberadaan komunitas yang telah lama mendiami wilayah tersebut, dengan segala adat istiadat yang dimilikinya, menjadi semakin penting manakala perjalanan sejarah membuktikan bahwa komunitas tersebut selama belum terkontaminasi oleh tangan-tangan kotor yang sangat eksploitator, mampu menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang terjaga kelestariannya secara ekologis sehingga harmonisasi antara alam dan manusia dapat terpelihara dengan baik. Oleh karenanya, agar setiap upaya pemberdayaan Kawasan Ekosistem Halimun dapat berjalan dengan baik serta dapat terasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka hendaklah setiap upaya pemberdayaan tersebut senantiasa melibatkan masyarakat yang ada di dalamnya, khususnya komunitas masyarakat yang telah lama mendiami wilayah tersebut, yang kini lebih dikenal dengan nama Masyarakat Adat Baduy dan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul. Janganlah sampai terjadi, Kawasan Ekosistem Halimun terberdayakan tetapi masyarakat didalamnya terperdayakan. 


Untuk memperoleh kearifan dalam mengelola dan memberdayakan Kawasan Ekosistem Halimun, maka pemahaman kawasan di kelampauan menjadi sangat penting. Dengan memahami Kawasan Ekosistem Halimun di masa lalu setidaknya akan diperoleh gambaran yang lebih baik tentang identitas kawasan, termasuk identitas komunitas yang mendiami kawasan tersebut. Pemahaman di kelampauan tersebut juga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pengelolaan kawasan sekitarnya yang pernah dilakukan kekuatan asing, khususnya Pemerintah Kolonial Belanda. 

I. Profil Geografis dan Administratif

Berdasarkan Peta Kawasan Ekosistem Halimun versi masyarakat, Kawasan Ekosistem Halimun mencapai luas kurang lebih 208.728,86 ha,
 sementara menurut Kusnaka Adimihardja (1992:1), Kawasan Gunung Halimun memiliki luas areal secara keseluruhan sebanyak 122.000 ha, yang terdiri dari hutan lindung (forest conservation) seluas 82.000 ha dan cagar alam (natural preserve) seluas 40.000 ha. Masih berkaitan dengan kawasan Halimun, SK Menteri Kehutanan No. 282/1992 menetapkan  cagar alam Halimun seluas 40.000 ha sebagai Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Melalui SK Menteri Kehutanan No. 175/kpts-II/2003 luas kawasan TNGH diperluas menjadi 113.375 ha. Dari gambaran tersebut, jelas terdapat perbedaan luas kawasan manakala menyebut Halimun sebagai sebuah wilayah ekosistem, wilayah gunung atau Halimun sebagai sebuah taman nasional. Namun, apapun konsep yang digunakan untuk menyebut kawasan Halimun, semua konsep yang digunakan tersebut, kini sama-sama menegaskan bahwa “kawasan” tersebut berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor.


Untuk itulah pendekatan historis dalam melihat Kawasan Ekosistem Halimun dilakukan dengan melihat tata letak dan perkembangan status administratif wilayah yang menaunginya. Kawasan Ekosistem Halimun pada awalnya  merupakan bagian wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran.
 Keberadaan kawasan ini sebagai bagian wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-16. Selanjutnya, seiring dengan runtuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran, Kawasan Ekosistem Halimun termasuk dalam wilayah geografis Kesultanan Banten
 dan Kesultanan Mataram (!620-1677). Sejalan pula dengan semakin menguatnya kekuasaan VOC, Kawasan Ekosistem Halimun juga menjadi bagian wilayah kekuasaan VOC (1677-1799). Semasa kekuasaan VOC, Kawasan Ekosistem Halimun termasuk wilayah politik Bataviasche Ommelanden (Tanggerang dan Grending, Kampung Baru, Jampang, Cibalagung, Cikalong, Bandung, Karawang, Wanayasa, Adiarsa, Ciasem, Pamanukan, Pagaden, Timbanganten, Batulayang, dan Parakanmuncang)
. Pada akhir kekuasaan VOC,  Kawasan Ekosistem Halimun tetap termasuk wilayah Batavia (Tanggerang, Karawang, Buitenzorg, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang). 

Runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18 yang diikuti dengan berkuasanya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1808-1811, 1816-1942) dan Inggris (1811-1816) secara otomatis menyebabkan terjadinya pergesaran wilayah administratif yang menaungi Kawasan Ekosistem Halimun. Semasa Daendles (1808-1809), Kawasan Ekosistem Halimun menjadi bagian wilayah Landdrostambt der Jacatrasche en Preanger Bovenlanden (Tanggerang, Karawang, Buitenzorg, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang) serta Landdrostambt Banten. Sejak 1811 termasuk wilayah Landdrostambt Banten dan de Ommelanden van Batavia. Era Raffles, berdasarkan Resolusi  tanggal 13 Februari 1813 yang pengumuman pembentukan dan peresmiannya dilakukan tanggal 10 Agustus 1815, kawasan ini termasuk wilayah Karesidenan Priangan, Banten, dan Buitenzorg.


Sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor, boleh dikatakan baru berlangsung sejak dasawarsa ketiga abad ke-20. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari  wilayah Kabupaten Bogor, Lebak, dan Cianjur. Seiring dengan berubahnya status Afdeling Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi sejak 1 Juni 1921
 maka wilayah geografis Kawasan Ekosistem Halimun pun beralih menjadi bagian wilayah Kabupaten Sukabumi. Seiring dengan dibentuknya Provincie West Java pada tanggal 1 Januari 1926 (diundangkan dalam Staatsblad tahun 1925 No. 378 tanggal 14 Agustus 1925),
 kawasan ini termasuk ke dalam wilayah Karesidenan Banten (Kabupaten Lebak) dan  Karesidenan Buitenzorg (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor). Keberadaan kawasan ini sebagai bagian wilayah kedua karesidenan berlangsung hingga akhir kekuasaan kolonial Belanda.

II. Pemberdayaan Kawasan Ekosistem Halimun
Berdasarkan letak geografis serta latar belakang sejarah wilayah-wilayah yang melingkupinya,  pemberdayaan Kawasan Ekosistem Halimun besar kemungkinan telah dilakukan sejak era VOC. Pemanfaatan wilayah untuk tanaman-tanaman komersial (commercial crops) yang dapat dijual di pasaran Eropa dimulai oleh VOC dengan menanami wilayah Banten, Sukabumi, dan Bogor dengan tiga jenis tanaman paksa, yakni tarum, kapas, dan kopi sejak dasawarsa ketiga abad ke-18. Di antara ketiganya, kopi yang menjadi tanaman komersial utama. Untuk kopi, khusus untuk Kawasan Ekosistem Halimun yang masuk wilayah Banten, pertimbangan penanamannya diakibatkan oleh menurunnya harga pasaran cengkeh di Eropah setelah Inggris berhasil membudidayakan cengkeh di India. Di samping kopi, tanaman komersial lain yang ditanam di wilayah Banten adalah tebu serta rempah-rempah. Kebijaksanaan penanaman paksa kopi, selanjutnya diteruskan pula oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dan 20. Khusus untuk Sukabumi, memasuki tahun 1864, dari 7 distrik yang dimiliki Sukabumi, semuanya ditumbuhi tanaman paksa kopi. Di antara 7 distrik yang ditanami kopi, Distrik Gunung Parang merupakan distrik  yang memiliki pohon kopi paling banyak, yakni sebanyak 2.301.898 batang. Distrik-distrik lainnya di luar Gunung Parang yang memiliki tanaman kopi relatif banyak adalah Distrik Cimahi dan Distrik Cicurug. Distrik Cimahi memiliki tanaman kopi sebanyak 975.808 batang, sedangkan Distrik Cicurug memiliki tanaman kopi sebanyak 817.820 batang.

Berjangkitnya serangan hama wedang dan penyakit daun pada akhir dasawarsa kedelapan abad ke-19 telah mengakibatkan hancurnya sebagian besar tanaman kopi dari jenis arabika. Hancurnya tanaman kopi jenis arabika ini segera diikuti oleh munculnya jenis tanaman kopi baru, yakni kopi jenis liberia (Coffea liberica Bull) dan kopi jenis robusta (Coffea robusta Linden). Spesies kopi liberia yang menjadi pilihan awal menggantikan kopi arabika ini memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan hama kopi. Keunggulan lainnya, kopi jenis liberia ini memiliki toleransi terhadap kekeringan, kemampuan tumbuh di tanah gersang, sosok pohonnya kuat, serta relatif tidak memerlukan penanganan hortikultura yang intensif. Penggantian jenis tanaman kopi dari arabika ke liberia dan kemudian robusta sudah tentu memerlukan waktu yang relatif lama. Sebagai akibatnya terjadilah penurunan yang cukup drastis terhadap jumlah tanaman kopi yang dikelola menurut peraturan pemerintah. Pada tahun 1890, jumlah tanaman paksa kopi yang dimiliki Sukabumi hanya sebanyak 2.947.724 batang, yang tersebar di tujuh distrik. Dari tujuh distrik yang ditumbuhi tanaman paksa kopi, konsentrasi penanaman terbesar terdapat di Distrik Jampang Tengah. Memasuki abad ke-20, keberadaan tanaman paksa kopi di Sukabumi bisa dikatakan memperlihatkan perkembangan yang terus menurun. Pada tahun 1904, jumlah tanaman paksa kopi yang dimiliki Sukabumi hanya sebanyak 910.270 batang.

Era Pemerintah Kolonial Belanda, di samping  ditandai oleh tetap diajadikannya kopi sebagai tanaman paksa, juga ditandai dengan berdirinya perkebunan-perkebunan swasta pada pertengahan abad ke-19. Perkebunan-perkebunan swasta ini menanami wilayah Banten, Sukabumi dan Bogor, termasuk Kawasan Ekosistem  Halimun dengan tanaman-tanaman komersial, seperti kopi, teh, kina, dan karet.

Perkebunan kopi swasta pertama yang dibuka di Sukabumi terdapat di Distrik Pelabuhan. Perkebunan swasta yang persil tanahnya terletak di daerah Cibungur ini dibangun dengan cara sewa selama 20 tahun. Pelaksanaan sewa lahan perkebunan dilakukan sejak tanggal 19 Agustus 1865. Luas keseluruhan tanah perkebunan  yang dimiliki oleh C.F.P. Bauer dan C. Dormitser ini adalah sebesar 173 bau.

Setelah perkebunan kopi swasta di Distrik Pelabuhan beroperasi dengan baik, beberapa waktu kemudian muncul perkebunan-perkebunan swasta lain dalam jumlah yang relatif banyak. Banyaknya perkebunan swasta yang muncul di wilayah Sukabumi, Bogor, dan Banten ini tampaknya tidak dapat dilepaskan dari politik pintu terbuka yang dijalankan pemerintah kolonial serta munculnya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870. Berdasarkan Undang-Undang Agraria yang ditetapkan sejak tanggal 9 April 1870, berkenaan dengan tataguna tanah, antara lain ditetapkan, pertama, bahwa tanah milik rakyat tidak dapat diperjual belikan kepada penduduk nonpribumi. Kedua, tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh penduduk nonpribumi untuk keperluan bangunan perusahaan. Ketiga, untuk tanah domain yang lebih luas, diberikan kesempatan bagi penduduk nonpribumi untuk memiliki hak guna, yang di antaranya dapat diperoleh melalui erfpacht (hak sewa turun temurun) untuk jangka waktu 75 tahun. Tanah-tanah yang dapat dimiliki hak gunanya ini ditetapkan berupa tanah-tanah liar atau tanah yang tidak dipakai oleh rakyat (woeste gronden). Luas tanah yang bisa dimiliki hak gunanya bagi kepentingan usaha pertanian besar maksimal seluas 500 bau. Untuk usaha pertanian kecil, maksimal seluas 50 bau.
 

Perkebunan-perkebunan kopi swasta yang terdapat di Sukabumi tersebar di empat distrik. Dari 6401 bau lahan perkebunan yang terdapat di Sukabumi, lahan perkebunan yang terbilang paling besar terdapat di Distrik Pelabuhan, yakni seluas 2885 bau. Tanah perkebunan seluas 2885 bau ini tersebar di enam persil, yakni, Cisalak, Cibungur, Ongkrak, Ardenburg, Malingut, dan Sukamaju. Di persil Cibungur, yang merupakan persil perkebunan paling tua setelah mengalami perluasan sejak tanggal 26 Maret 1875, jumlah luas lahannya menjadi 500 bau. Pada akhir tahun 1879, luas lahan perkebunan yang telah berhasil ditanami kopi telah mencapai 375 bau. Persil perkebunan yang terdapat di Cibungur ini sekaligus pula merupakan satu-satunya persil perkebunan yang disewa selama 20 tahun.  Di persil Ongkrak, yang dimiliki oleh ondernemer J.F. den Dekker dengan cara erfpacht sejak tanggal 27 Juli 1875 dan 18 Desember 1877, luas lahan perkebunan yang digunakan untuk membudidayakan kopi berjumlah 322 bau. Di persil Ardenburg, yang dimiliki ondernemer P. Zeper Jhz. dan Cramerus & Co., melalui cara erfpacht sejak tanggal 12 Mei 1877 dan 2 November 1878, total luas lahan yang digunakan untuk perkebunan kopi sebesar 389 bau. Di persil Malingut, yang disewa secara erfpacht sejak 7 Januari 1878, luas lahan perkebunan yang digunakan untuk membudidayakan kopi berjumlah 385 bau. Di persil Sukamaju, yang disewa secara erfpacht sejak tanggal 29 Maret 1878, luas lahan perkebunan swasta mencapai 264 bau. Di persil Cisalak, luas tanah perkebunan yang disewa perkebunan swasta hingga akhir tahun 1879 berjumlah 1025 bau, namun yang berhasil ditanami kopi baru mencapai 130 bau. Persil tanah perkebunan yang terdapat di Cisalak ini sekaligus merupakan persil tanah perkebunan terluas yang dikuasai perkebunan swasta. Persil Cisalak ini dimiliki oleh ondernemer B.B.J. Crone dan F.C. Phlippeau dengan cara erfpacht sejak tanggal 23 Maret 1876.

Tanah perkebunan terluas kedua di Sukabumi terdapat di Distrik Jampang Tengah. Di distrik ini, tanah-tanah perkebunan tersebar di enam persil, yakni persil Cicalobak, Sindangsari, Caringin, Panumbangan, Gunung Sari, dan Gunung Malang. Pada umumnya, persil-persil tanah perkebunan yang terdapat di Distrik Jampang Tengah disewa melalui erfpacht. Satu-satunya persil di Distrik Jampang Tengah yang tidak disewa secara erfpacht tetapi hanya disewa untuk kurun waktu 20 tahun adalah persil Panumbangan, yang mulai disewa sejak tanggal 17 Agustus 1877. Di Distrik Cicurug, luas lahan yang disewa perkebunan-perkebunan swasta dengan cara erfpacht hingga akhir 1879 mencapai luas 1033 bau. Tanah-tanah milik perkebunan swasta ini terdapat di dua persil, yaitu Cilorama dan Cibaregbeg. Dari kedua persil tersebut, persil yang memiliki luas lahan perkebunan terbesar adalah persil Cilorama, yang disewa secara erfpacht selama 75 tahun sejak tanggal 31 Mei 1875 dan tanggal  15 Januari 1878.

Di Distrik Cimahi, dari 701 bau tanah perkebunan swasta, sebanyak 433 bau terdapat di persil Panglesiran. Sisanya, seluas 268 bau terdapat di persil Argalingga. Kedua persil yang masing-masing dimiliki L. J. van Beusichem serta G.F. van Polanen Petel dan E.C.C. Boutmij ini, ada yang disewa secara erfpacht dan ada pula yang disewa hanya untuk jangka waktu 20 tahun. Persil yang disewa secara erfpacht terdapat di Panglesiran dan  erfpacht dimulai sejak tanggal 8 Mei 1876 dan tanggal 8 Februari 1878. Persil yang disewa selama 20 tahun terletak di Argalingga. Sewa persil selama 20 tahun ini dimulai sejak tanggal 15 Juli 1872.

Memasuki dasawarsa kesembilan abad ke-19, sebagaimana halnya perkebunan kopi swasta, perkebunan lain yang membudidayakan tanaman komersial di luar kopi, khususnya kina dan teh, juga terlihat mengalami peningkatan. Untuk perkebunan kina, di Sukabumi terdapat lima perkebunan, yang tersebar di Distrik Cicurug, Jampang Tengah, dan Gunung Parang. Untuk perkebunan teh swasta, Sukabumi memiliki 13 perkebunan. yang tersebar di lima distrik, yaitu Distrik Cimahi, Ciheulang, Cicurug, Pelabuhan, dan Distrik Jampang Tengah.

Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah perkebunan swasta yang ada di Sukabumi memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti. Bahkan, pada akhir dasawarsa kedua abad ke-20, jumlah perkebunan swasta yang ada di Sukabumi mencapai 474 perkebunan.
 Peningkatan jumlah perkebunan swasta ini kemudian diikuti pula oleh munculnya tanaman komersial baru yang dibudidayakan oleh perkebunan-perkebunan swasta di Sukabumi, yakni karet. Seiring dengan terjadinya penambahan jumlah perkebunan swasta, bertambah pula jumlah pemasukan yang diterima pemerintah dari hasil menyewakan tanah. Pada tahun 1916, jumlah pemasukan yang diterima pemerintah dari hasil menyewakan tanah terhadap perkebunan-perkebunan swasta mencapai f. 145.359.14. Memasuki tahun 1920, jumlah pemasukan yang diperoleh pemerintah meningkat menjadi f. f. 165.486.24.

Upaya Pemerintah Kolonial dalam memberdayakan wilayah sekitar Kawasan Ekosistem Halimun juga ditandai dengan dibukanya jalur jalan kereta api dari Batavia (Jakarta) hingga Bandung, yang melalui daerah-daerah perkebunan. Menyusul dibukanya jalur Batavia-Buitenzorg pada tanggal 31 Januari 1873, selanjutnya dibuka jalur Buitenzorg-Cicurug sepanjang 27 kilometer pada tanggal 5 Oktober 1881, jalur Cicurug-Sukabumi sepanjang 30 kilometer pada tanggal 21 Maret 1882, Jalur Sukabumi-Cianjur sepanjang 39 kilometer pada tanggal 10 Mei 1883, Jalur Cianjur-Bandung sepanjang 59 kilometer 17 Mei 1884.
 Dengan pembangunan ini, Cianjur-Buitenzorg yang semula memerlukan waktu 8 jam dengan kereta kuda dapat ditempuh hanya dalam waktu 2,5 jam dan Cianjur-Bandung yang semula 5,5 jam menjadi 2 jam. Untuk mengoptimalkan jalur, pada jalur Buitenzorg-Cianjur dibangung dua stasion dan 11 halte. Dua stasion dibangun di Sukabumi dan Cianjur. Sebelas halteu dibangun di Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karang Tengah, Cisaat, Gandasoli, Cirengas, Lampegan, Cibeber, dan Cilaku.

Seiring dengan pembangunan jalur kereta api di wilayah lainnya, sejak tahun 1894, jalur yang melintasi Bogor dan Sukabumi tersambung dengan jalur yang terdapat di Jawa bagian Tengah, yakni jalur Cilacap-Yogyakarta. Tersambungnya jalur Bogor-Sukabumi dengan jalur Cilacap-Yogya juga diikuti dengan tersambungnya lijn Barat (westerlijnen) yakni trayek Batavia-Yogyakarta dengan lijn Timur (Oosterlijnen) yaitu trayek Surabaya-Yogyakarta.  Jalur Cilacap-Yogya mulai operasional 20 Juli 1887. Perkembangan yang relatif pesat dalam sarana transportasi ini secara otomatis memperlancar proses pemasaran berbagai komoditi perkebunan dari daerah-daerah di seputar Kawasan Ekosistem Halimun ke luar negeri, baik melalui pelabuhan yang ada di Batavia maupun pelabuhan yang ada di Cilacap.

III. Asal Usul Komunitas Kasepuhan

Kasepuhan yang berarti adat kebiasaan tua atau adat kebiasaan nenek moyang. Setidaknya ada dua komunitas kasepuhan yang mendiami Kawasan Ekosistem Halimun. Pertama, Masyarakat Adat Baduy. Kedua, Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul. Komunitas ini tampak dalam tata cara kehidupan yang masih secara ketat mejalankan apa yang disebut tatali paranti karuhun. Komunitas masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul yang hidup di Kawasan Ekosistem Halimun dapat ditemukan di beberapa perkampungan, baik yang ada di Banten, Bogor, maupun Sukabumi. Di Banten,  komunitas Kasepuhan, antara lain terkonsentrasi di Kecamatan Bayah (sepertiTegallumbu, Cicarucub, Cisungsang, Cicemet, dan Sirnagalih) dan Kecamatan Jasinga (seperti Gajrug, Sajira, dan Guradog).  Di Bogor, antara lain terkonsentrasi di Kecamatan Cigudeg (seperti Urug, Pabuaran, dan Cipatat Kolot). Di Sukabumi, antara lain terkonsentrasi di daerah pedalaman Kecamatan Cisolok dan sepanjang Sungai Cibareno Girang.

Berbeda dengan asal usul masyarakat adat Baduy, dengan berpijak pada agama dan kepercayaan yang masih berkembang di antara warga,  untuk masayarakat adat Kasepuhan Banten Kidul setidaknya ada tiga kemungkinan tentang asal usul komunitas yang dapat dikedepankan. Pertama, komunitas ini berasal dari masyarakat Kerajaan Sunda Pajajaran yang “mengungsi” ke pedalaman atau wilayah pinggiran setelah pusat Kerajaan Hindu-Budha terakhir di Jawa Barat tersebut dihancurkan pasukan gabungan dari  Kerajaan  Banten dan Cirebon pada tahun 1579. Kedua, komunitas kasepuhan ini berasal dari mantan anggota pasukan dan masyarakat yang setia dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadikan wilayah di seputar Kawasan Gunung Halimun (yang termasuk wilayah Lebak dan Bogor) sebagai daerah gerilya saat berlangsung perang berkepanjangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya, Sultan Haji, pada abad ke-17. Ketiga, komunitas kasepuhan bisa juga berasal dari para mantan anggota Pasukan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang, yang sewaktu mengadakan perang dengan VOC pada abad ke-18, menjadikan wilayah Kawasan Gunung Halimun sebagai daerah basis perlawanan.
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� RMI. Potret Kehidupan Masyarakat Adat dan Lokal (Non Adat) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Ekosistem Halimun. Bogor: tt, hal. 3. Dari luas tersebut, sebagian besar atau seluas 97.169,594 ha berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sisanya, masing-masing sebanyak 71.501,986 ha dan 41.520,656 ha berada di wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor.


� Keberadaan Kerajaan Sunda Pajajaran sebagai pemegang kedaulatan atas “wilayah” Sunda, yang di dalamnya terdapat Kawasan Ekosistem Halimun  dibuktikan oleh adanya prasasti-prasasti, seperti, Prasasti Canggal (ditemukan di halaman percandian Gunung Wukir, Magelang, berangka tahun 654 Saka/732 M, mencantumkan nama raja Sanjaya dan Silsilahnya); Prasasti Rakryan Juru Pangambat (ditemukan di Bogor, berangka tahun 854 Saka/932 M, mencantumkan raja Sunda); Prasasti Cibadak/Sang Hyang Tapak (ditemukan di Cibadak, Sukabumi, menyebut Sri Jayabhupati sebagai Raja Sunda serta larangan menangkap ikan di daerah tertentu yang disebut Sunda Sembawa serta kutukan bagi yang melanggarnya); Prasasti-prasasti Kawali (ditemukan di Situs Astana Gede, Kawali, Ciamis, berasal dari abad ke-14 M, salah satu prasastinya menyebut nama gelar Prabu Wastu); Prasasti Batu Tulis (ditemukan di Batutulis Bogor, berangka tahun 1455 Saka/1533 M, mencantumkan tiga orang raja Sunda, yakni Prabu Guru Dewataprana alias Sri Baduga Maharaja atau Sri Ratu Dewata, Rahiyang Dewa Niskala,  dan Rahiyang Niskala Wastukancana. Ketiganya memiliki tali ikatan anak, ayah, dan kakek); dan Prasasti-prasasti Kabantenan (berasal dari abad ke-16, kelima buah prasastinya berisi penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai daerah yang dibebaskan dari pajak atas dasar kesucian atau kepentingan keagamaan).


� Tahun 1526, wilayah Banten yang semula dikuasai Kerajaan Sunda Pajajaran berhasil ditaklukan pasukan Islam di bawah pimpinan Fatahillah. Sejak saat itu Hasanuddin diangkat menjadi Adipati Banten. Kemudian pada tahun 1552 diangkat menjadi Sultan Banten pertama oleh Sunan Gunung Jati. Semenjak wafatnya Sunan Gunung Jati (1568) Hasanudin menjadi penguasa penuh Banten. Tahun 1570, sepeninggal Hassanuddin (kemudian diberi gelar Pngeran Seda Kingkin/rindu akan kebijaksanaan), berturut-turut naik Maulana Yusuf (1570-1580, setelah meninggal mendapat gelar Pangeran Pasarean), Pangeran Muhammad (1580-1596) [Masa ini ditandai oleh berlabuhnya kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada bulan Juni 1596], Sultan Abdulmufakhir Mahmud Abdulkadir (1596-1651), Pangeran Surya/Sultan Abulfath Abdulfattah/Sultan Ageng Tirtayasa (cucu sultan Abdulmufakhir) (1651-1684)] [Masa ini ditandai perang berkepanjangan antara Sultan Ageng dan anaknya Sultan Haji. Beberapa daerah yang sempat dijadikan daerah pertahanan dan gerilya Sultan Ageng dan pengikutnya adalah Lebak, daerah Sajira di perbatasan Bogor (bersama pangeran Kidul, Pangeran Kulon, dan Syekh Yusuf), Parijan/pedalaman Tanggerang (Pangeran Purbaya), Jasinga/Bogor sampai Mandala/Sukapura (Syekh Yusuf), dan Gunung Galunggung (Pangeran Purbaya, Pangeran Kulon, dan Pangeran Sake). Tentang Syekh Yusuf, akibat jebakan kompeni (Van Happel) tertangkap 14 Desember 1683 yang pada akhirnya dibuang ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) pada tanggal 7 Juli 1693 hingga meninggal 23 Mei 1699], Sultan Haji (1684-1687), Pangeran Ratu/Sultan Abu’ifadhl Muhamad Yahya (1687-1690), Pangeran Adipati/Sultan Abu’l Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690-1733), Sultan Abulfathi Muhammad Shifa Zainul Arifin (1733-1750), Pangeran Syarif Abdullah/Sultan Syarifuddin Ratu Wakil (1750-1752), Pangeran Arya Adisantika/Sultan Abu’ma’ali Muhammad Wasi’ Zainul Alimin (1752-1753), [Masa ini (sejak 1750) ditandai oleh adanya perlawanan  rakyat Banten terhadap kompeni beserta kesultanan yg dipandang boneka kompeni di bawah pimpinan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang. Daerah-daerah yang sempat dijadikan basis perlawanan adalah Pegunungan Munara di Ciampea Bogor, Banten Selatan, Jateng, Jatim. Ratu Bagus Buang hingga 1753 tetap mengadakan perlawanan dari daerah Banten], Pangeran Gusti/Sultan Abu’n Nasr Arifin Zainul Asiqin (1753-1773), Sultan Abu’l Mufakhir Muhammad Aliuddin (1773-1799), Pangeran Mukhidin/Sultan Abu’lfath Muhammad Muhidin Zainal Shalikhin (1799-1801) (ewas dibunuh oleh tubagus ali, seorang putra Aliuddin dari selir), Sultan Abu’nasr Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1803), Sultan Aqiluddin/Sultan Aliyuddin II (1803-1808), [Akibat perlawan Sultan Aliyuddin terhadap permohonan kerja rodi rakyatnya untuk membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon, Daendles menggempur Banten. Sultan ditangkap dan dibuang ke Ambon. Selanjutnya, Banten dan Lampung dijadikan daerah Jajahan Belanda, sedangkan Tanggerang, Jasinga, dan Sadang dimasukkan dalam wilayah Batavia], Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809) [Kebijakan Belanda untuk tetap melaksanakan kerja rodi bagi pembangunan pangkalan AL di Anyer (setelah Ujung Kulon dibatalkan) memancing kemarahan rakyat. Sultan dituduh sebagai dalang. Akibatnya ditangkap dan ditahan di Batavia. Benteng dan istananya dihancurkan dan dibakar. Untuk melemahkan perlawanan rakyat, Banten dibagi menjadi tiga daerah yang statusnya setingkat kabupaten; Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Ketiga daerah tersebut berada dibawah pengawasan Landros (semacam residen) yang berkedudukan di Serang. Untuk Banten Hulu diangkat Sultan Muhammad Syafiyuddin (1811-1813)]. Era Rafles hinga era Komisaris Jenderal (1819) dibagi atas empat kabupaten; Banten Lor (Utara) diperintah Bupati Pangeran Suramenggala, Banten Kulon (Barat) diperintah Bupati Tubagus Hayudin, Banten Tengah diperintah Bupati Tubagus Ramlan, Banten Kidul (Selatan), diperintah Bupati Tumenggung Suradilaga. Era Van der Capellen (1819) dibagi atas Kabupaten Utara (Ibukota serang), Barat (Caringin), dan Selatan (Lebak). Sejak keluarnya RR 1854, Banten kembali dibagi empat kabupaten; Utara (Serang), Barat (Caringin), Tengah (Pandeglang), dan Selatan (Lebak)]
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